BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 147 -KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

. a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan
memadukan kebijakan antar Pimpinan Daerah di

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut maka
perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum
Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2024;

Menimbang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 1l
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939

tentang Pénetapan Undang-Undang Darurat Nomor.
3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

8.

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangan
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841); /
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
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Menetapkan
KESATU

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6770);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentarig Pedoman Teknis Perigelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25) sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah( Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
62);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor S
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor
O);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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KEDUA :  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Tanah Laut sebagaimana Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan rapat, forum koordinasi dalam
rangka pembinaan wawasan kebangsaan,
ketahanan nasional. Kerukunan antar suku,
ras, umat beragama, penyakit masyarakat serta
mewaspadai pemahaman paham radilakisme

dan terorisme guna penguatan kondisi
kehidupan sosial kemasyarakatan berbangsa
- dan bernegara;

b. melaksanakan rapat  koordinasi dalam
penanganan konflik sosial dan pemeliharaan
kehidupan demokrasi revitalisasi dan
aktualisasi nilai-nilai pancasila dengan instansi
vertikal /lembaga didaerah;

c. melaksanhakan rapat koordinasi dan
mengevaluasi tentang situasi dan kondisi
keamanan dan kenyamanan lingkungan serta
pelaksanaan urusan pemerintahan umum guna
mewujudkan stabilitas wilayah; dan

d. melaksanakan rapat koordinasi Forkopimda
dengan Forkopimcam terbatas sewaktu-waktu
bila dibutuhkan.

KETIGA .  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 2 Januari 2024
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.3.2/ 147 -KUM/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

JABATAN DALAM FORUM
JABATAN KEDINASAN

“ Bupati Tanah Laut Ketua Forkopimda

Anggota Forkopimda
3. |KepalaPolresTanahlaut |  Anggota Forkopimda
4. | Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut | Anggota Forkopimda
5. | Komandan Kodim 1009/Tanah Laut |  Anggota Forkopimda

n Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Anggota Tambahan Forkopimda
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